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Abstrak
Penelitian ini mengungkapkan hubungan reklamasi pantai dengan hukum tanah
nasional; perlu tidaknya penataan kembali ketentuan reklamasi pantai dalam
suatu ketentuan yang berlaku umum dan bersifat inter-sektoral dan terpadu; jenis
hak-hak atas tanah yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap tanah
hasil reklamasi pantai. Penelitian dilakukan melalui penelitian lapangan sebagai
sumber data primer, didukung dengan penelitian kepustakaan yang meliputi
ketentuan-ketentuan reklamasi pantai yang telah ada dan beberapa literature
pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder, dengan motode kualitatif.
Reklamasi dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan pengadaan tanah yang
bersumber pada UU Pokok Agraria. Dasar hukum reklamasi tercantum dalam
peraturan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat multi-dimensi, karena reklamasi
tidak hanya berkenaan dengan masalah pertanahan tetapi juga berkaitan dengan
masalah kehutanan, lingkungan hidup, kelautan termasuk pemukiman penduduk
perkotaan. Reklamasi merupakan sarana pengadaan tanah yang efisien terutama
dalam menghadapi permasalahan pertanahan di perkotaan.
Abstract
This study reveals the relationship of coastal reclamation with national land law;
whether or not the restructuring of coastal reclamation provisions in a general
and intersectoral and integrated regulation is necessary; the type of land rights
granted by the competent authority to the land resulting from coastal reclamation.
The research was conducted through field research as a primary data source,
supported by library research which included the provisions of existing coastal
reclamation and some other supporting literature as secondary data sources, with
qualitative methods. Reclamation can be classified as land acquisition activities
originating from the Basic Agrarian Law. The legal basis for reclamation is
reflected in regulations that vary from region to region. Reclamation is a multi-
dimensional activity, because reclamation is not only concerned with land issues
but also related to forestry, environment, marine issues including urban
settlement. Reclamation is an efficient means of land acquisition, especially in
dealing with land problems in urban areas.
2PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah daerah Propinsi
DKI Jakarta melaksanakan penataan
kembali terhadap daratan pantai yang
telah ada dengan melakukan
revitalisasi/reklamasi. Adapun yang
dimaksud dengan reklamasi adalah
kegiatan penimbunan dengan
pengeringan laut dibagian perairan
laut Jakarta. 1
Reklamasi di perairan Utara
Jakarta ini adalah rencana
Pemerintah Daerah yang bertujuan
untuk memperluas areal perkotaan
akibat pertambahan penduduk yang
begitu cepat dan juga untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan
yang dilaksanakan di Jakarta.
Untuk melaksanakan gagasan
tersebut telah diterbitkan Peraturan
1 Keputusan Preidan Nomor 52 tahun 1995
tentang Rekalmasi Pantai Utara Jakarta
Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 1995 yang telah diganti
dengan PerPres No. 48 Tahun 2008.
Presiden No. 48 Tahun 2008 sebagai
pengganti Keputusan Presiden No.
52 tahun 1995 tentang Reklamasi
Pantai Utara Jakarta yang
memberikan kewenangan dan
tanggung jawab kepada Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta untuk menyelenggrakan
Reklamasi Kawasan Pantai Utara
Jakarta.
B. Pengertian Reklamasi
Menurut pengertiannya
secara bahasa, reklamasi berasal dari
kosa kata dalam Bahasa Inggris, to
reclaim yang artinya memperbaiki
sesuatu yang rusak. Secara spesifik
dalam Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia terbitan PT. Gramedia
disebutkan arti reclaim sebagai
menjadikan tanah ( from the sea).
Masih dalam kamus yang sama,arti
kata reclamation diterjemahkan
sebagai pekerjaan memperoleh
tanah. Para ahli belum banyak yang
3mendefinisikan atau memberikan
pengertian mengenai
reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi
pantai merupakan upaya teknologi
yang dilakukan manusia untuk
merubah suatu lingkungan alam
menjadi lingkungan buatan, suatu
tipologi ekosistem estuaria,
mangrove dan terumbu karang
menjadi suatu bentang alam daratan
(Maskur, 2008).
Reklamasi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh Orang dalam
rangka meningkatkan manfaat
sumber daya lahan ditinjau dari sudut
lingkungan dan sosial ekonomi
dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase (UU
No 27 Tahun 2007)2. Pengertian
reklamasi lainnnya adalah suatu
pekerjaan/usaha memanfaatkan
kawasan atau lahan yang relatif tidak
berguna atau masih kosong dan
2 UU no. 27 Tahun 2007 tentang tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
PulauPulau Kecil
berair menjadilahan berguna dengan
cara dikeringkan. Misalnya di
kawasan pantai, daerah rawa-rawa,
di lepas pantai/di laut, di tengah
sungai yang lebar, ataupun di danau.
Pada dasarnya reklamasi merupakan
kegiatan merubah wilayah perairan
pantai menjadi daratan. Reklamasi
dimaksudkan upaya merubah
permukaan tanah yang rendah
(biasanya terpengaruh terhadap
genangan air) menjadi lebih tinggi
(biasanya tidak terpengaruh
genangan air). (Wisnu Suharto dalam
Maskur, 2008).
Sesuai dengan definisinya,
tujuan utama reklamasi adalah
menjadikan kawasan berair yang
rusak atau tak berguna menjadi lebih
baik dan bermanfaat. Kawasan baru
tersebut, biasanya dimanfaatkan
untuk kawasan
pemukiman, perindustrian, bisnis dan
4pertokoan, pertanian, serta objek
wisata. Dalam perencanaan kota,
reklamasi pantai merupakan salah
satu langkah pemekaran kota.
Reklamasi diamalkan oleh negara
atau kota-kota besar yang laju
pertumbuhan dan kebutuhan
lahannya meningkat demikian pesat
tetapi mengalami kendala dengan
semakin menyempitnya lahan
daratan (keterbatasan lahan). Dengan
kondisi tersebut, pemekaran kota ke
arah daratan sudah tidak
memungkinkan lagi, sehingga
diperlukandaratan baru.3 Cara
reklamasi memberikan keuntungan
dan dapat membantu negara/kota
dalam rangka penyediaan lahan
untuk berbagai keperluan
(pemekaran kota), penataan daerah
pantai, pengembangan wisata bahari,
dll. Reklamasi kawasan perairan
merupakan upaya pembentukan
3 http//www.lautkita.org
suatu kawasan daratan baru baik di
wilayah pesisir pantai ataupun di
tengah lautan. Tujuan utama
reklamasi ini adalah untuk
menjadikan kawasan berair yang
rusak atau belum termanfaatkan
menjadi suatu kawasan baru yang
lebih baik dan bermanfaat
untuk berbagai keperluan ekonomi
maupun untuk tujuan strategis lain.
Kawasan daratan baru tersebut dapat
dimanfaatkan untuk kawasan
permukiman, perindustrian,
bisnisdan pertokoan, pelabuhan
udara, perkotaan, pertanian, jalur
transportasi alternatif,reservoir air
tawar di pinggir pantai, kawasan
pengelolaan limbah dan
lingkunganterpadu, dan sebagai
tanggul perlindungan daratan lama
dari ancaman abrasi sertauntuk
menjadi suatu kawasan wisata
terpadu.
5B1. Tujuan Reklamasi
Tanah dibutuhkan oleh setiap
orang, sedangkan tanah jumlahnya
tidak bertambahatau tetap. Sehingga
tanah yang tersedia tidak mampu lagi
memenuhi kebutuhanyang terus
miningkat terutama kebutuhan akan
tanah untuk membangun perumahan
sebagai tempat tinggal, untuk
bercocok tanam atau pertanian, serta
untuk membangun fasilitas umum.4
Biasanya kegiatan reklamasi ini
dilakukan oleh suatu otoritas (negara,
kota besar, pengelola kawasan) yang
memiliki laju pertumbuhan tinggi
dan kebutuhan lahannya meningkat
pesat, tetapi mengalami kendala
keterbatasan atau ketersediaan ruang
dan lahan untuk mendukung laju
pertumbuhan yang ada, sehingga
diperlukan untuk mengembangkan
suatu wilayah daratan baru. Dalam
konteks pengembangan wilayah,
reklamasi kawasan pantai ini
diharapkan akan dapat meningkatkan
daya tampung dan daya dukungan
lingkungan (environmental carrying
capacity) secara keseluruhan bagi
kawasan tersebut. Reklamasi
dilakukan dalam rangka
4 Iwan Erar Joesoef, Pendaftaran Tanah dan
Sertifikasi Hak Atas Tanah, Ius Constitutum
Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.1.
meningkatkan manfaat sumberdaya
lahan yang ditinjau dari sudut
lingkungan dan social ekonomi
dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase (UU
27, 2007)5. Hal ini umumnya terjadi
karena semakin tingginya tingkat
populasi manusia, khususnya
dikawasan pesisir, sehingga perlu
dicari solusinya.Tujuan reklamasi
juga yaitu untuk memperbaiki daerah
atau areal yang tidak terpakai atau
tidak berguna menjadi daerah yang
dapat dimanfaatkan untuk
berbagaikeperluan manusia antara
lain untuk lahan pertanian,
perumahan, tempat rekreasi dan
industri (Ensiklopedi Nasional
Indonesia, 1990). Sedangkan
menurut Max Wagiu 2011. Tujuan
dari program reklamasi yaitu:
a. Untuk mendapatkan kembali
tanah yang hilang akibat
gelombang laut
b. Untuk memperoleh tanah
baru di kawasan depan garis
pantai untuk mendirikan
bangunan yang akan
5 UU no. 27 Tahun 2007 tentang tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
PulauPulau Kecil
6difungsikan sebagai
benteng perlindungan garis
pantai
c. Untuk alasan ekonomis,
pembangunan atau untuk
mendirikan
konstruksi bangunan dalam
skala yang lebih besar.
Reklamasi yang terpisah dari
daratan utama.6
B.2 Manfaat Reklamasi
Reklamasi pantai sebagai
alternatif pemenuhan kebutuhan
lahan perkotaan menjadi kemutlakan
karena semakin sempitnya wilayah
daratan. Kebutuhan dan manfaat
reklamasi dapat dilihat dari aspek
tata guna lahan, aspek pengelolaan
pantai dan ekonomi. Tata ruang
suatu wilayah tertentu kadang
membutuhkan untuk direklamasi
6 Sumber: Djakapermana, 2013
agar dapat berdaya dan hasil guna.
Untuk pantai yang diorientasikan
bagi pelabuhan, industri, wisata atau
pemukiman yang perairan pantainya
dangkal wajibuntuk direklamasi agar
bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di
area pelabuhan, reklamasi menjadi
kebutuhan mutlak
untuk pengembangan fasilitas
pelabuhan, tempat bersandar kapal,
pelabuhan peti-petikontainer,
pergudangan dan sebagainya. Dalam
perkembangannya pelabuhan
ekspor – impor saat ini menjadi area
yang sangat luas dan berkembangnya
industri karena pabrik, moda
angkutan, pergudangan yang
memiliki pangsa ekspor – impor
lebihmemilih tempat yang berada di
lokasi pelabuhan karena sangat
ekonomis dan mampumemotong
biaya transportasi. Aspek
perekonomian adalah kebutuhan
lahan akan pemukiman, semakin
7mahalnya daratan dan menipisnya
daya dukung lingkungan di darat
menjadikanreklamasi sebagai pilihan
bagi negara maju atau kota
metropolitan dalam
memperluaslahannya guna
memenuhi kebutuhan akan
pemukiman. Fungsi lain
adalahmengurangi kepadatan yang
menumpuk dikota dan meciptakan
wilayah yang bebasdari penggusuran
karena berada di wilayah yang sudah
disediakan oleh pemerintah.
C. Reklamasi Pantai Utara Jakarta
oleh Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
1. Dasar Hukum
Didalam melaksanakan
pengadaan tanah untuk keperluan
pembangunan seyogyanya harus
selalu mengacu pada ketentuan
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 menyebutkan
bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian dikuasai ini dijabarkan
lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2)
UUPA, yaitu: Negara diberi
kewenangan antara lain untuk
mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, persediaan, penggunaan
dan pemeliharaan bumi air dan ruang
angkasa. Termasuk dalam
kewenangan ini adalah Negara
berwenang untuk melakukan
pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan
umum.
Pada prakteknya, pemerintah
daerah DKI Jakarta, melaksanakan
pembangunan Reklamasi Pantai
Utara Jakarta guna mendapatkan
tanah bagi pembangunan melalui
8pembangunan melalui partisipasi
pembiayaan swasta. Sebagai akibat
dari hal ini, maka terjadi beberapa
penyimpangan dari prinsip dari yang
dianut dalam Undang-Undang Dasar
1945 dan pasal-pasal tersebut diatas.
Dalam hal ini penulis
mencoba untuk memunculkan latar
belakang dan permasalahan perizinan
yang terungkap pada perencanaan
pembangunan di  Kawasan Pantai
Utara Jakarta, yang diaplikasikan
dengan teori Politik Hukum Teuku
Mohammad Radie, dimana ada suatu
kebijaksanaan dalam pemerintah
daerah yang berkaitan dengan
pembentukan hukum dan
penerapannya dalam kasus ini adalah
adanya perubahan/dicabutnya
Keputusan Presiden No. 52 Tahun
1995 Tentang Reklamasi Pantai
Utara Jakarta, yang dulunya
dilanjutkan dengan Perda No. 8
Tahun 1995 yang menyatakan bahwa
Kawasan Pantai Utara Jakarta
merupakan kawasan strategis bagi
DKI Jakarta, baik sebagai ibukota
provinsi sekaligus sebagai ibukota
negara.
Tercakup didalamnya,
areal sepanjang pantai sekitar 32-km
tersebut merupakan pintu gerbang
dari arah laut, dengan berbagai
aktivitas masyarakat dan
pembangunan yang sangat beragam,
termasuk objek-objek vital yang ada
di kawasan tersebut. Mengacu pada
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
(Pasal 10 Ayat 1) yang mengatur
bahwa setiap provinsi berwenang
untuk menetapkan Kawasan Strategis
Provinsi maka berdasarkan RTRW
Provinsi DKI Jakarta 2011-2030,
Pantura (Pantai Utara) Jakarta
ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Provinsi. Hal ini sejalan
dengan UU 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU
929/2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Pasal
26 Ayat 4) yang mengatur penetapan
dan pelaksanaan kebijakan dalam
bidang tata ruang, sumber daya alam
dan lingkungan hidup, pengendalian
penduduk dan pemukiman,
transportasi, industri, perdagangan
dan pariwisata, sebagai kewenangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kawasan Pantai Utara
(Pantura) pada awalnya
dikategorikan sebagai Kawasan
Andalan, yaitu kawasan yang
mempunyai nilai strategis dipandang
dari sudut pandang ekonomi dan
perkembangan kota, berdasarkan
Keppres 17/1994. Upaya untuk
mewujudkan fungsi Kawasan Pantai
Utara Jakarta sebagai Kawasan
Andalan, dapat dilakukan melalui
reklamasi pantai utara sekaligus
menata ruang daratan pantai yang
ada secara terarah dan terpadu,
merupakan nomenklatur dari
ditetapkannya Keppres 52/1995
tentang Reklamasi Pantai Utara
Jakarta.
Menindaklanjuti kebijakan
Pemerintah Pusat tentang
pengembangan dan penataan di
Kawasan Andalan Pantura Jakarta,
maka Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menerbitkan Peraturan
Daerah 8/1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Pantura Jakarta.
Dalam perkembangan terkini,
Pemerintah Pusat menerbitkan
Perpres 54/2008 tentang Penataan
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
Cianjur (Jabodetabekpunjur).
Cakupan kawasan ini merujuk pada
PP 26/2008 yang menetapkan
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kawasan Jabodetabekpunjur sebagai
kawasan strategis nasional, yang oleh
karenanya diperlukan perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
secara terpadu. Penetapan ini terkait
dengan arahan kawasan strategis
nasional sebagai kawasan ekoregion.
Dengan adanya UU 26/2007
tentang Penataan Ruang, PP 26/2008
tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, PP 15/2010
tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang dan Perpres 54/2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan
Jabodetabekpunjur, maka Keppres
52/1995 tentang Reklamasi Pantai
Utara Jakarta, khususnya yang terkait
dengan penataan ruang dinyatakan
tidak berlaku lagi. Hal ini memberi
efek pada peraturan di tingkat
daerah, khususnya yang terkait
dengan penataan kawasan Pantura
Jakarta, yaitu Peraturan Daerah
Provinsi DKI Jakarta 8/1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi dan
Rencana Tata Ruang Kawasan
Pantura Jakarta.
Pada dasarnya Perpres
54/2008 tetap membuka peluang
dilakukannya pembangunan melalui
reklamasi, yang terintegrasi dengan
area revitalisasi pada daratannya. Hal
inl berbeda dengan Keppres 52/1995
di mana reklamasi dapat dilakukan
dengan memperpanjang daratan.
Sedangkan, Perpres 54/2008
mengatur reklamasi harus dilakukan
dengan membentuk pulau, di mana
ada kanal lateral berjarak ± 200-300
meter di antara daratan dengan pulau
reklamasi, tergantung dari zonasinya.
Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya diperlukan
perencanaan ulang (penataan ruang)
kawasan Pantura Jakarta yang
mencakup pulau reklamasi dan
revitalisasi daratan, sesuai amanat
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UU 26/2007 Pasal 10 Ayat 1,
kawasan strategis provinsi perlu
ditetapkan melalui suatu peraturan
daerah dan oleh karenanya Kawasan
Pantura Jakarta sebagai salah satu
kawasan strategis provinsi
sebagaimana ditetapkan dalam
RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-
2030 perlu dibuatkan landasan
hukumnya dalam bentuk Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis
Pantura sebagai revisi Peraturan
Daerah Provinsi DKI Jakarta 8/1995.
Tingginya kebutuhan
masyarakat terhadap pengembangan
kawasan Teluk Jakarta, telah
mendorong untuk dilakukannya
pembahasan-pembahasan
perencanaan antara pihak Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat dan
sektoral serta masyarakat dan dunia
usaha. Rencana Tata Ruang Kawasan
Pantura Jakarta selain diharapkan
akan menjadi acuan bagi semua
perencanaan di kawasan Pantura
Jakarta, juga dapat tumbuh sebagai
green-city yang memadukan eco-city
dan waterfront-city yang bersifat
mandiri menuju resilience-city
sebagai solusi yang diharapkan
paling mampu mengakomodasi
berbagai kepentingan, antara lain
lingkungan hidup, ekonomi dan
sosial serta keamanan bagi semua
para pemangku kepentingan atau
stakeholders yang terlibat di Pantura
Jakarta.
Kebijakan tata ruang nasional
sebagaimana diatur dalam UU
26/2007 tentang Penataan Ruang dan
arahan UU 27/2007 tentang Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU
29/2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia, UU
32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
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dokumen KLHS (Kajian Lingkungan
Hidup Strategis) Teluk Jakarta
Tahun 2010 serta amanat yang diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta 1/2012 tentang RTRW
DKI Jakarta 2011-2030 merupakan
acuan dalam penetapan peraturan
dalam rangka penataan kawasan
Pantura Jakarta.
2. Pembiayaan
Pasal 12 Keppres 52 Tahun
1995 menyatakan “segala biaya yang
diperlukan bagi penyelenggaraan
Reklamasi Pantura dilakukan secara
mandiri oleh Gubrnur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta berkerjasama
dengan swasta, masyarakat dan
sumber-sumber lain yang sah
menurut peraturan perundang-
undangan yang brlaku. “Menurut
Pasal 8 ayat (2), Badan Pelaksana
yang dibentuk Gubernur DKI
Jakarta, di dalam melaksanakan
tugasnya, juga “dapat melakukan
kerjasama usaha dengan pihak lain”,
yaitu sepanjang “Penyelenggaraan
Reklamasi Pantura dan Kerjasama
usaha itu tidak mengurangi
wewenang dan tanggung jawab
Gubernur Kepala DKI Jakarta
sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 , Pasal 8 ayat 4. Jadi kerjasama
usaha itu merupakan kewenangan
atributif dari Gubernur DKI Jakarta,
yang dimandatkan kepada Badan
Pelaksana yang dibentuknya.
Kerjasama usaha dalam
rangka penyelenggaraan reklamsi
tersebut, baik untuk pelaksanaan
reklamasi ataupun untuk pengelolaan
tanah hasil reklasi menurut Pasal 32
ayat (1) dan Penjelasannya,
dilakukan dengan persetujuan DPRD
Jakarta, yaitu kerjasama usaha antara
Badan Pelaksana Reklamasi Pantura
Jakarta denga pihak lain, atau Badan
Usaha dengan pihak lain, apabila
aset Badan Usaha ini belum
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dipisahkan dari aset Pemerintah DKI
Jakarta.
Sebagaimana umumnya,
kontrak bisnis yang berdimensi
publik, perjanjian atau kontrak kerja
sama usaha dalam rangka
penyelenggaraan reklamasi juga
dibatasi oleh sejumlah ketentuan
pasal 11 Keppres 52/1995 dan pasal
34 Peraturan Derah DKI Jakarta No.
8 Tahun 1995 antara lain
mewajibkan memperhatikan
kepentingan lingkungan hidup,
antara lain ketentuan mengenai
AMDAL. Regulasi yang mengatur
secara detail mekanisme dan materi
kerjasama usaha antara Guberur DKI
/ BP Reklamasi Pantura Jakarta terbit
pada tgl. 16 November 2000 berupa
Keputusan Gubrnur DKI Jakarta No.
138 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Reklamasi Pantai
Utara Jakarta.
3. Hak Atas Tanah Hasil
Reklamasi.
a. Aspek Hukum
Lahan di kawasan pantai yang
tidak dibebani hak milik, dikuasai
oleh negara dan digunakan sesuai
peruntukan/fungsinya untuk
kemakmuran rakyat. Peralihan status
lahan dari lahan negara menjadi lahan
yang dilekati hak yang bukan tanah
negara dapat ditempuh dengan proses
pelepasan atau pembebasan hak
sebagaimana diatur dalam UU Pokok
Agraria.
Peraturan yang secara khusus
mengatur tanah timbul secara alami
memang belum ada akan tetapi,
mungkin dapat digunakan PP No.
8/1953 yang mengatur tentang
pengusahaan tanah-tanah negara,
sebelum ada peraturan lain yang baru.
Peraturan tersebut mengatur hal-
hal tentang benda-benda milik negara
yang tidak bergerak, termasuk tanah-
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tanah negara. Didalam peraturan ini
dicantumkan bahwa benda-benda
yang tidak bergerak dan milik negara
itu ada dibawah wewenang suatu
Departemen, yang biaya
pemeliharaannya dikeluarkan dari
anggaran instansi yang bersangkutan.
Tetapi, kemudian menjadi tidak jelas,
kalau ada benda tidak bergerak milik
negara, tetapi tidak ada Departemen
yang menganggarkan
pemeliharaannya.
Selain PP No. 8/1953 di atas,
kiranya perlu juga diperhatikan UU
No. 51/1960, tentang larangan untuk
menggunakan tanah atau muka bumi
bagi setiap orang yang tidak
memiliki ijin yang sah dari penguasa
tanah tersebut. UU No. 1/1960
melarang penggunaan secara liar
bagi muka bumi dalam wujud
tahapan manapun baik itu masih
berwujud tanah yang tergenang air
secara berkala, ataupun yang sudah
berwujud tanah padat. Dengan
adanya UU No. 51/1960 itu,
Pemerintah Daerah berwenang
mengambil tindakan yang perlu
apabila ada pelanggaran-pelanggaran
hukum seperti tersebut di atas.
Tanah timbul, dalam tahapan
yang manapun wujudnya, biasanya
ada vegetasinya. Kalau ada yang
menebangi pohon-pohon tetapi tidak
langsung memanfaatkan tanahnya,
orang tersebut dapat juga dituntut
sebagai pelanggar hukum
berdasarkan UU No. 5/967 tentang
Pokok-pokok Kehutanan. Apabila
sampai terjadi pencemaran ataupun
kerusakan lingkungan hidup,
tuntutan dapat juga didasarkan UU
No. 4/1982.
Reklamasi pantai yang sudah
dilakukan di Jakarta selama ini
memang belum menimbulkan
masalah dalam hukum tanah positif.
Sebab reklamasi tersebut belum
15
dalam arti yang sebenarnya, yakni
menimbun pantai untuk menciptakan
daratan baru. Sebagian reklamasi
yang dilakukan adalah memunculkan
kembali daratan yang terkikis abrasi.
Sehingga tanah timbul tersebut tetap
sama dengan peta wilayah yang lama
sebelum abrasi. Dan juga sebagian
lain merupakan daerah rawa atau
ekosistem mangrove yang kebetulan
berstatus tanah negara.
Hal diatas akan berbeda kalau
yang direklamasi itu sepenuhnya
laut. Sebab, hak atas tanah hanya
berlaku sampai batas pasir pantai.
Karenanya, laut tidak dapat dilekati
dengan hak atas tanah. Pemegang
hak atas laut sampai ke batas yang
ditentukan oleh "Konvensi Hukum
Laut PBB" yang telah diratifikasi
Indonesia dengan UU No. 17 Tahun
1985 adalah negara. Jadi, seluruh
kawasan perairan laut Indonesia
dikuasakan kepada Departemen
Perhubungan untuk kepentingan
pelayaran.
Masalah yang dapat timbul
adalah bagaimana status tanah yang
muncul akibat reklamasi. Selama
belum ada ketentuan hukum yang
pasti, permasalah itu dapat
dipecahkan dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan hukum tanah
positif yang ada. Kalau diurut tahap-
tahap kemunculan tanah baru itu
adalah sebagai berikut:
Pertama, berbentuk laut yang
dikuasai oleh negara.
Kedua, direklamasi atas ijin yang
diberikan oleh pemerintah dan
ijin reklamasi itu dapat diberikan
setelah dilakukan AMDAL
sesuai dengan UU No. 32 tahun
2009.
Ketiga, muncul tanah baru yang
tentunya dikuasai oleh negara,
karena ijin reklamasi semata-
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mata hanya untuk melakukan
reklamasi dan tidak untuk
menguasai tanah hasil reklamasi.
Setelah tanah baru itu jelas
wujudnya, barulah masyarakat
dapat memohon suatu hak atas
tanah tersebut kepada pemerintah
untuk digunakan sesuai dengan
peruntukan yang ditentukan oleh
pemerintah. Berdasarkan azas
kepatutan, tentu pihak yang
mereklamasi yang dapat prioritas
pertama untuk memohon hak atas
tanah tersebut.
Melihat dinamika pembangunan
nasional saat ini, tidak
berkelebihan jika dikatakan
bahwa reklamasi pantai akan
menjadi trend pengembangan
wilayah kota di masa depan,
setidaknya bagi kota-kota besar
di Jawa yang berbatasan dengan
laut. Tidak saja didorong oleh
laju pertumbuhan penduduk,
tetapi juga karena dunia usaha
akan lebih memiliki reklamasi
pantai sebagai upaya
mendapatkan lahan yang
strategis, meski dengan investasi
yang lebih tinggi.
Suatu saat Jawa, karena
kepadatan penduduk dan
aktivitas pembangunannya, akan
menyerupai Singapura atau
Hongkong yang terpaksa
menimbun laut untuk menambah
luas daratan. Karena itu, perlu
diantisipasi sejak sekarang
dengan menyiapkan peraturan
perundangan yang relevan
dengan trend demikian.
Sudah waktunya dirumuskan
peraturan setingkat Undang-
undang yang mengatur
kegiatan reklamasi/pengerukan
Danau/Sungai serta seluruh
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aspek dan masalah terkait,
agar dapat diberikan kepastian
hukum terhadap pekerjaan
yang begitu besar. Sebab,
kepastian hukum, dalam hal ini
hukum tanah, juga suatu
syarat mutlak bagi kesuksesan
pembangunan nasional. 7
4. Rumusan Masalah
Reklamasi pantai berkaitan erat
dengan masalah pertanahan.
Masalah pertanahan berkaitan
erat dengan masalah keadilan.
Untuk menghindarkan
terlanggarnya rasa keadilan bagi
bangsa Indonesia sebaiknya
reklamasi pantai diatur dalam
kerangka peraturan pertanahan
yang bersumber pada UU Pokok
Agraria, seperti UU Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum. Dibawah
7
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/RRL/
STS_mangrove.HTM
ini beberapa permasalahan yang
perlu ditindak lanjuti:
a. Mengapa reklamasi tidak
termasuk dalam wilayah tata
hukum pertanahan? Terutama
tata hukum pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.
b. Bagaimanakah untuk
meminimalkan dampak
negative reklamasi? Apakah
perlu diatur dalam satu
tatanan hukum yang
menyangkut berbagai aspek
didalamnya?
c. Bagaimanakah jika hak
pengelolaan diatas tanah
reklamasi selain hak Guna
Bangunan diberikan kepada
pengelola selama ini dapat
pula diberikan Hak Pakai?
D. Metode Penelitian
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Dalam menyusun tesis ini
Penulis melakukan penelitian yang
bersifat normatif yuridis empiris
penelitian lapangan dengan metode
kualitatif didukung dengan penelitian
kepustakaan. Penulis membatasi
proses pengumpulan data primer
pada masalah yang berkaitan dengan
pertanahan dan proses reklamasi
yang dilakukan oleh pihak swasta.
Penelitian dilakukan melalui
penelitian lapangan sebagai sumber
data primer didukung dengan
penelitian kepustakaan yang meliputi
ketentuan-ketentuan tentang
pertanahan dan reklamasi yang telah
ada dan beberapa literature
pendukung lainnya sebagai sumber
data sekunder, dengan metode
kualitatif.  Dalam melakukan
penelitian di bidang ilmu
pengetahuan dikenal dua macam
metode penelitian, yaitu metode
penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Tujuan dari kedua metode
penelitian ini adalah untuk mencari
bahan-bahan atau data sebanyak
mungkin agar dapat mendekati suatu
kebenaran Dalam rangka
pengumpulan data primer, penulis
menghubungi :
a. Paguyuban Pengembang
Reklamasi Pantai Utara
Jakarta,
b. Tim Konsultan BAPPEDA
DKI Jakarta.
c. Instansi-instansi terkait pada
jajaran Kedinasan dan Biro
pada Kantor Gubernuran
daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
Penelitian langsung di
dilapangan dilakukan guna
melengkapi data yang diperlukan
sehingga dapat melengkapi  data
pendukung lainnya. Sedangkan data
sekunder disini diperoleh dengan
jalan melakukan penelitian
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kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan termasuk
melakukan penelitian terhadap
literatur-literatur pendukung lainnya.
E. Metode Penelitian
A. Metode Penelitian
Penelitian ini
mempergunakan metode penelitian
yuridis normatife. Menurut Soerjono
Soekanto “Penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti
bahan hukum pustaka atau data
sekunder belaka dapat dinamakan
penelitian hukum normative atau
penelitian hukum kepustakaan”
Penelitian yuridis normatif
mempunyai beberapa bentuk
penelitian, dantaranya adalah bentuk
penelitian inventarisasi hukum
positif, penelitian terhadap sistematik
hukum, penelitian tehadap taraf
sinkronisasi vertical dan horizontal
dan yang terakhir adalah penelitian
untuk menemukan hukum in
concreto.
Bentuk atau tipe penelitian
hukum ini adalah betuk penelitian
hukum untuk menemukah hukun in
concreto. Penelitian ini merupakan
usaha untuk menemukan apakah
hukumnya yang sesuai untuk
diterapkan didalam kasus konkrit
guna mencari penuyelesaian atas
kasus tersebut. 8
Dalam penelitian pada
umumnya dibedakan antara data
yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat dan data-data yang
diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
Data yang diperoleh langsung dari
masyarakat dinamakan data primer,
sedangkan yang diperoleh dari
bahan-bahan pustaka lazimnya
dinamakan data sekunder.
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian
Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2003, hlm 22
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Menurut Soerjono Soekanto:
“Didalam penelitian hukum
mempergunakn data sekunder yang
terdiri atas:
a. Bahan hukum primer
yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat (peraturan
perundangan);
b. Bahan hukum sekunder
adalah yang menjelaskan
mengenai bahan hukum
primer seperti RUU,
hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan
hukum dan seterusnya.
c. Bahan hukum tertier,
yaitu bahan yamg
memberikan petunjuk
maupun penjelasan
terhadap hukum primer
dan sekunder, contohnya
kamus hukum, kamus
bahasa, ensikloedia,
indeks kumulatif dan
seterusnya. 9
Dalam penelitian huikum ini
norma-norma hukum diperlukan
mutlak untuk berfungsi sebagai
premis mayor, sedangkan fakta-fakta
yang relevan dalam perkara/kasus
dipakai sebagai premis minor. 10
Dalam melakukan penelitian
di bidang ilmu pengetahuan dikenal
dua macam metode penelitian, yaitu
9 Op.Icit, hlm 12
10 Ibid, hlm 32
metode penelitian kepustakaan (legal
documents) dan penelitian lapangan.
Tujuan dari kedua metode penelitian
ini adalah untuk mencari bahan-
bahan atau data sebanyak mungkin
agar dapat mendekati suatu
kebenaran. Dalam menyusun tesis
penelitian ini penulis melakukan
penelitian lapangan dengan metode
kualitatif didukung dengan penelitian
kepustakaan. Penulis membatasi
proses pengumpulan data primer
pada masalah yang berkaitan dengan
proses reklamasi yang dilakukan
oleh para pengembang, termasuk
data-data terkait lainnya.  Dalam
rangka pengumpulan data primer,
penulis menghubungi :
d. Instansi-instansi terkait pada
jajaran Kedinasan dan Biro
pada Kantor Gubernuran
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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e. Tim Konsultan BAPPEDA
DKI Jakarta.
f. Paguyuban Pengembang
Reklamasi Pantai Utara
Jakarta,
Penelitian langsung di
dilapangan dilakukan guna
melengkapi data yang diperlukan
sehingga dapat melengkapi  data
pendukung lainnya. Sedangkan data
sekunder disini diperoleh dengan
jalan melakukan penelitian
kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan termasuk
melakukan penelitian terhadap
literatur-literatur pendukung lainnya.
F. Hasil dan Pembahasan
Dalam hal penguasaan negara
atas bumi atau tanah, mengandung
pengertian negara memegang
kekuasaan untuk menguasai dan
mengusahakan segenap sumber daya
agraria yang terdapat dalam wilayah
hukum negara Indonesia. Pengertian
demikian, sejalan dengan maksud
istilah dikuasai oleh negara yang
ditujukan kepada obyek-obyek
penguasaan yang diatur dalam Pasal
33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, sedangkan pengertian hak
menurut Apeldoorn,11 adalah suatu
kekuasaan (macht) yang teratur oleh
hukum yang berdasarkan kesusilaan
(moral). Tetapi kekuasaan semata-
mata bukanlah hak. Hanya
kekuasaan yang dibenarkan oleh
hukum saja yang dijadikan dasar
bagi adanya hak untuk mengatur oleh
negara.
Dalam kepustakaan
ilmu negara asal-usul kekuasaan
negara selalu dikaitkankan dengan
teori kedaulatan (sovereignty atau
souvereniteit), dengan soal siapa
yang berdaulat dan siapa pemegang
11 Sadino, Oetarid, Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 22.
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kekuasaan dalam suatu negara.
Pembahasan ini tidak
mempersoalkan siapa yang
memegang kekuasaan dalam negara,
sehingga kurang tepat
mengemukakan teori-teori
kedaulatan sebagai sumber
kekuasaan negara. Menurut van
Vollenhoven sebagaimana dikutip
oleh Notonagoro, negara sebagai
organisasi tertinggi dari suatu bangsa
diberi kekuasaan untuk mengatur
segala-galanya dan negara
berdasarkan kedudukannya memiliki
bidang kuasa untuk membuat
peraturan hukum.12
Menurut JJ.
Rousseau, bahwa kekuasaan negara
sebagai suatu badan atau organisasi
rakyat bersumber dari hasil
perjanjian masyarakat (contract
social) yang intinya merupakan suatu
bentuk kesatuan yang membela dan
12 Notonagoro, Politik Hukum dan
Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta
: Bina Aksara, 1984, h. 99
melindungi kekuasaan bersama,
kekuasaan pribadi dan milik setiap
individu.13 Dalam perjanjian
masyarakat, bahwa yang dilepas oleh
setiap individu dan diserahkan
kepada kelompoknya (masyarakat)
ialah sebagian kekuasaan, bukan ke-
daulatannya. Namun kekuasaan
negara itu bukanlah kekuasaan
mutlak (postestas legibus omnibus
soluta), sebab ada beberapa
ketentuan hukum yang mengikat
dirinya seperti Hukum Alam dan
Hukum Tuhan (leges nature et
devinae) serta hukum yang umum
pada semua bangsa yang dinamakan
leges imperil, pengartian leges
imperil menurut Yudha B.
Ardhiwisastra14 ialah undang-undang
dasar negara yang berisi ketentuan-
ketentuan kepada siapa kekuasaan itu
13 Wiratno,R, Ahli-ahli Pikir Besar tentang
Negara dan Hukum, Jakarta : PT.
Pembangunan, 1958, h.176.
14 Yudha B. Ardhiwisastra, Imunitas
Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan
Asing, Bandung :AIumni, 1999, h. 30
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diserahkan dan batas-batas
pelaksanaannya.
Selaras dengan kedua
teori atau konsep di atas, secara
teoritik kekuasaan negara atas
sumber daya alam bersumber dari
rakyat yang dikenali sebagai hak
bangsa. Negara di sini, dipandang
sebagai territoriale publieke
rechtsgemeenschap van overheid en
onderdanen15 yang memiliki karakter
sebagai suatu lembaga masyarakat
hukum, sehingga kepadanya
diberikan bidang kuasa atau
kekuasaan untuk mengatur,
mengurus dan memelihara
(mengawasi) pemanfaatan seluruh
potensi sumber daya alam (natural
resources) yang ada dalam
wilayahnya secara inten.
Teori lain mengenai
kekuasaan, negara dapat juga
15 Ronald Z. Titahelu, "Penetapan Asas-
Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan
Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran
Rakyat", Disertasi, Surabaya: PPS-
UNAIR,1993, h.141.
menguasai orang (individuals) di
samping sumber daya alam atau
kekayaan (things). Kedua obyek
kekuasaan negara tersebut, oleh
Montesquieu dibedakan dengan
memisahkan secara tegas antara
konsep imperium versus dominium.16
Imperium merupakan konsep
mengenai the rule over all
individuals by the prince, sedangkan
dominium merupakan konsep
mengenai the rule over things by the
individuals.17 Konsep ini merupakan
cikal bakal pembedaan kekuasaan
politik dan ekonomi atau pem-
bedaan kedaulatan politik dan
ekonomi. Malahan telah dilembaga-
kan dalam ilmu hukum melalui
pembedaan antara ranah hukum
publik (political law) dan hukum
privat (civil law) dengan obyek yang
16 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan
Rakyat Dalam Konstttusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta :
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h.12
17 Sugiharto, Umar Said, Hukum Pengadaan
Tanah,,Setara Press, Malang, 2015, hal 3
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terpisah satu sama lain,18 Meskipun
terlepas dari konsep Montesquieu,
baik mengenai orang atau individu
maupun benda atau things, secara
teoritis dapat menjadi obyek
kekuasaan secara bersamaan.
Mengenai pendapat Montesquieu,
Roscoe Pound19 mengatakan bahwa
ke-kayaan (things) yang
dimaksudkan oleh Montesquieu
dimaknai sebagai benda-benda
(obyek kekayaan). Benda-benda
yang dimaksud Roscoe Pound itu
dibedakan menjadi: benda-benda
yang dapat dimiliki dan benda-benda
yang tak dapat dimiliki secara
perseorangan yang disebutnya res
extra commerdum.
Dalam kaitannya dengan
hak penguasaan negara atas sumber
daya alam20 khususnya tanah, maka
18 Ibid
19 Ibid
20 Di Indonesia terjemahan rasmi Natural
Resources ialah Sumber Daya Alam,
sedangkan untuk Human Resources ialah
Sumber Daya Manusia
obyek kekuasaan negara yang
relevan ialah kekayaan (things)
menurut Montesquieu dan benda-
benda (obyek kekayaan) menurut
Roscoe Pound karena kedua-duanya
merupakan sumber perekonomian
negara dan pokok-pokok
kemakmuran rakyat. Sejalan dengan
itu, Bertrand Russel mengatakan
dalam suatu negara, penguasaan
terhadap bidang ekonomi tergantung
dan ditentukan oleh hukum negara.21
Konsep Pengadaan Hak Atas
Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Istilah “Pengadaan Tanah” menjadi
terkenal setelah diterbitkan
Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Istilah pengadaan tanah juga
dipakai dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta
dalam Undang-undang No. 2 Tahun
2012. dilanjutkan dengan Peraturan
21Basri, Hasan, Kekuasaan Sebuah Analisis
Sosial Baru, Jakarta :Yayasan Obor
Indonesia, 1988, h. 89.
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Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan
Kepala BPN No. 5 tahun 2012
tentang Petujuk Teknis Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
Istilah pengadaan tanah ini
merupakan pengganti dari istilah
“pembebasan tanah” yang dipakai
dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15/1975 yang mengatur
tentang Pembebasan hak atas tanah
sebelumnya. Istilah Pembebasan hak
atas tanah dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur
tentang Pembebasan hak atas tanah
sebelumnya. Istilah pembebasan hak
atas tanah dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri mendapat tanggapan
negative oleh masyarakat dan pegiat
hukum pertanahan (hukum agrarian)
sehubungan dengan banyaknya
permasalahan yang ditimbulkan
dalam pelaksanaanya, sekaligus
bermaksud untuk menampung
aspirasi berbagai kalangan dalam
masyarakat sebagai reaksi terhadap
dampak negative dari pembebasan
tanah yang terjadi.
Konsepsi hukum pendukung
pembangunan. Pembangunan
menimbulkan konsekuensi, bahwa
hukum itu tidak boleh ketinggalan
dengan proses perkembangan yang
terjadi didalam masyarakat, antara
lain pembangunan. Pembangunan
yang berkesinambungan
menghendaki adanya konsepsi
hukum yang selalu mampu
mendorong dan mengarahkan
pembangunan sebagai cerminan dari
tujuan hukum modern. Dalam
GBHN dinyatakan bahwa hukum
harus mendorong proses
modernisasi. Untuk negara yang
sudah maju, konsepnya menjadi
kepada konsep awal dari Roscoe
Pound yang orientasinya berdasarkan
yurisprudensi (common law system).
Hukum yang dimaksud disini
perundang-undangan dan
yurisprudensi dalam suasana
masyarakat industri ke masyarakat
informasi, yaitu bahwa hukum
mengatur perkembangan teknologi
agar teknolosgi tidak dimaksudkan
untuk memusnahkan manusia.22
22 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep
Hukum dalam Pembangunan, Alumni, 2002,
hal v,vi
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G. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan:
1. Reklamasi pantai merupakan
suatu kegiatan untuk
memperluas permukaan tanah
daratan dan berhubungan erat
dengan masalah penguasaan
tanah. Dengan demikian
kegiatan reklamasi termasuk
dalam wilayah tata hukum
tanah nasional.
2. Ketentuan yang mengatur
reklamasi pantai perlu ditata
ulang agar ketentuan ini
berada dalam wilayah tata
hukum pertanahan sehingga
menjadi satu kesatuan dengan
ketentuan yang mengatur
tentang pengadaan tanah
yang bersumber pada UU
Pokok Agraria
3. Reklamasi pantai merupakan
kegiatan yang bersifat
multidimensi. Reklamasi
tidak hanya bersentuhan
dengan masalah lingkungan
hidup. Secara langsung
maupun tidak langsung
reklamasi dapat bersentuhan
dengan masalah kehutaan,
kelautan dan perikanan.
Bahkan dapat juga
bersentuhan dengan batas
wilayah negara seperti yang
terjadi di Singapura
4. Reklamasi tidak diatur dalam
suatu ketentuan yang berlaku
umum, melainkan diatur
dalam peraturan yang
berbeda satu dan lainnya.
Tiap wilayah reklamasi
mempunyai ketentuan
reklamasi dan aturan
pelaksanaannya masing-
masing.
Saran:
27
1. Kegiatan reklamasi sebaiknya
diatur dalam satu ketentuan
yang berlaku umum bagi
kegiatan reklamasi yang
dilaksanakan di seluruh
wilayah Indonesia. Terhadap
keadaan yang bersifat khusus
ketentuan yang berlaku
umum tersebut dilaksanakan
dengan peraturan pelaksana
sebagai petunjuk teknis dan
pelaksanaan kegiatan
reklamasi yang berlaku hanya
pada masing-masing wilayah.
2. Oleh karena dampak dari
kegiatan reklamasi begitu
luas, sebaiknya ketentuan
reklamasi mengatur secara
tegas tentang syarat
pelaksanaan analisa dampak
lingkungan yang harus
dipenuhi oleh pelaksana
reklamasi. Dengan perkataan
lain, ketentuan yang
tercantum dalam UU No. 32
tahun 2009 dan peraturan
pelaksanaanya harus menjadi
bagian dari ketentuan
reklamasi. Pembuatan analisa
menganai dampak
lingkungan dalam rangka
kegiatan reklamasi amat
penting untuk menjaga
keseimbangan tatanan
lingkunagn hidup kawasan
pantai maupun lokasi asal
material timbunan, agar
tujuan reklamsi dapat tercapai
tanpa menimulkan bencana
bagi penduduk sekitarnya.
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